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3. TERWUJUDNYA TATA KELOLA ADMINISTRASI YANG TERTIB, EFEKTIF DAN EFESIEN

                                           TUJUAN BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT :
1. MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN SECARA TERTIB, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN
2. MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET DAERAH SECARA TERTIB

POHON KINERJA 
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

VISI RPJMD :
TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI

Kinerja Utama :
Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan

Indikator Utama :
1. Persentase inventarisasi BMD yang akurat sesuai ketentuan

2. Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan

Kinerja Utama :
Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan

Indikator Utama :
1. Persentase BMD  (Tanah) yang  memiliki Sertifikat sesuai ketentuan

2. Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan
3. Persentase BMD  yang telah dipelihara sesuai ketentuan

4. Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan
5. Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan

Kinerja Utama :

Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan 

Indikator Utama :
1. Persentase  kinerja sarpras  yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik

2. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik
3. Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan

4. Nilai Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
5. Persentase Perencanaan dan Kinerja yg tersusun dgn baik sesuai ketentuan

5. Nilai akuntabilitas kinerja instansi`pemerintah

Kinerja Utama :
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan

Indikator Utama :
Persentase kualitas  pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Pemkab dan Pelaporan 

Keuangan SKPD sesuai ketentuan

Kinerja Utama :
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan

Indikator Utama :
1. Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan

2. Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan  daerah sesuai ketentuan
3. Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan pembiayaan daerah sesuai ketentuan

Kinerja Utama :
1.  Melaksanakan penyusunan laporan keuangan SKPD 

(Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Laporan Keuangan 
Akhir Tahun) 

2. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan SKPD 

Indikator Utama :
1. Jumlah dokumen Laporan keuangan  SKPD sesuai ketentuan

2.  Jumlah dokumen administrasi keuangan  SKPD yang 
akuntabel

Kinerja Utama :
1. Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dengan baik

2. Melaksanakan pemenuhan pelayanan sarpras SKPD
3. Melaksanakan penyusunan RB SKPD

4. Melaksanakan pemenuhan dan peningkatan kualitas  SDM SKPD
Indikator Utama :

1.Jumlah Administrasi Perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan 
2. Jumlah Sarana Prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan

3. Jumlah Dokumen RB SKPD
4. Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan

Kinerja Utama :
1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan

2. Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan kinerja SKPD

4. Melaksanakan penyusunan SAKIP SKPD
5. Melaksanakan penyusunan dokumen SKM SKPD

Indikator Utama :
1.Jumlah dokumen perencanaan SKPD

2.Jumlah  dokumen pelaporan kinerja SKPD
3. Jumlah dokumen Laporan Monitoring & Evaluasi perencanaan & kinerja SKPD

4. Jumlah dokumen SAKIP SKPD
5. Jumlah dokumen SKM SKPD 

Kinerja Utama :
1. Melaksanakan Rekonsiliasi/Verifikasi Pemanfaatan & Penggunaan BMD sesuai ketentuan

2. Melaksanakan Monitoring BMD yang dimanfaatkan dan digunakan sesuai ketentuan
3. Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan,pengunaan dan Pemindahtanganan BMD sesuai ketentuan

4, Melaksanakan lelang umum BMD SKPD sesuai ketentuan
5. Melaksanakan pemindahtanganan BMD SKPD sesuai ketentuan

6,  Melaksanakan Pemusnahan BMD SKPD sesuai ketentuan
7. Melaksanakan Penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan

8. Melaksanakan Penyusunan Laporan Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD SKPD sesuai 
ketentuan

9.  Melaksanakan penilaian BMD SKPD sesuai ketentuan

Indikator Utama :
1. Jumlah SKPD yang dilakukan Rekonsiliasi/Verifikasi Pemanfaatan & Penggunaan BMD sesuai ketentuan

2. Jumlah BMD yang dimanfaatkan dan digunakan dimonitoring sesuai ketentuan
3. Jumlah SKD yang mengikuti sosialisasi  tentang Pemanfaatan, Penggunaan dan Pemindahtanganan BMD sesuai 

ketentuan 
4, Jumlah BMD SKPD yang telah dilelang  sesuai ketentuan

5. Jumlah BMD SKPD yang telah dipindahtangankan sesuai ketentuan
6. Jumlah BMD SKPD yang telah dimusnahkan sesuai ketentuan

7 Jumlah BMD SKPD yang telah dihapuskan sesuai ketentuan
8. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan

9. Jumlah BMD SKPD yang sudah dinilai sesuai ketentuan

Kinerja Utama :
1. Melaksanakan pengajuan permohonan penyertifikatan BMD (Tanah) sesuai ketentuan

2. Melaksanakan pengajuan permohonan duplikasi BPKB BMD (Kendaraan Bermotor) sesuai ketentuan
3. Melaksanakan Rekonsiliasi/Verifikasi Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan

4. Melaksanakan Penelusuran BMD yang belum jelas lokasinya sesuai ketentuan
5. Melaksanakan Pemeliharaan BMD-PPKD sesuai ketentuan

6. Melaksanakan Penguasaaan Fisik BMD-PPKD sesuai ketentuan
7. Melaksanakan monitoring BMD  yang dikuasai sesuai ketentuan

Indikator Utama :
1. Jumlah BMD (Tanah) yang telah memenuhi persyaratan penyertifikatan sesuai ketentuan

2. Jumlah BMD (Kendaraan Bermotor) yang telah memenuhi persyaratan Duplikasi BPKB sesuai ketentuan
3. Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi/verifikasi pemeliharaan BMD sesuai ketentuan

4. Jumlah BMD yang ditelusuri sesuai ketentuan
5. Jumlah BMD-PPKD yang dipelihara sesuai ketentuan

6. Jumlah BMD-PPKD yang dikuasai fisiknya sesuai ketentuan
7. Jumlah BMD yang  dikuasai dimonitoring sesuai ketentuan

Kinerja Utama :

1.Melaksanakan penyusunan RKBMD sesuai ketentuan
2. Melaksanakan penyusunan Standar Satuan Harga sesuai ketentuan

3. Melaksanakan Pembuatan Standar Kebutuhan Barang sesuai ketentuan
4. Melaksanakan Rekonsiliasi/Verifikasi Barang Pakai Habis dan RKBMD sesuai ketentuan

5. Melaksanakan Penyusunan Beban Persediaan sesuai ketentuan
6. Melaksanakan Sosialisasi Standar Satuan Harga dan Perbup sesuai ketentuan

7. Melaksanakan Monitoring Barang Pakai Habis sesuai ketentuan

Indikator Utama :
1. Jumlah SKPD yang melakukan penyusunan RKBMD sesuai ketentuan

2. Jumlah Dokumen Buku Standar Satuan Harga sesuai ketentuan
3. Jumlah Dokumen Buku Standar Kebutuhan Barang sesuai ketentuan

4. Jumlah SKPD yang direkonsiliasi/verifikasi Barang Pakai Habis sesuai ketentuan
5. Jumlah dokumen Beban Persediaan sesuai ketentuan

6. Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi Standar Satuan Harga dan Perbup sesuai ketentuan
7. Jumlah Barang Pakai Habis SKPD yang  telah termonitoring sesuai ketentuan

Kinerja Utama :

1. Melaksanakan Updating Data BMD pada KIB SKPD sesuai ketentuan
2. Melaksanakan Rekonsiliasi/verifikasi Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan

3.  Melaksanakan Sensus/Inventarisasi  BMD dan tindaklanjut Hasil Sensus BMD sesuai ketentuan
4. Melaksanakan Monitoring Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan

5. Melaksanakan Sosialisasi Penatausahaan BMD SKPD sesuai ketentuan
6. Melaksanakan Pembinaan SKPD dlm rangka pengelolaan BMD sesuai ketentuan

Indikator Utama :
1. Jumlah Dokumen KIB SKPD yang terupdate sesuai ketentuan

2. Jumlah Belanja Modal SKPD yang telah direkonsiliasi/verifikasi dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan
3. Jumlah BMD SKPD yang telah disensus/diinventarisasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

4. . Jumlah Belanja Modal SKPD yang telah termonitoring sesuai ketentuan
5. Jumlah SKPD yang telah tersosialisasi dan menerapkan Penatausahaan BMD sesuai ketentuan
6.  Jumlah SKPD yg mengikuti Pembinaan dan menerapkan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan

Kinerja Utama :
1. Melaksanakan Koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas sesuai ketentuan

2. Melaksanakan Pembinaan Bendahara Penerimaan SKPD sesuai ketentuan
3. Melaksanakan fasilitasi terhadap stakeholder dalam penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan

4. Melaksanakan monitoring SKPD yang mengelola pendapatan PPKD dan piutang sesuai ketentuan
5. Melaksanakan penyusunan  Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang Pemkab sesuai ketentuan

6. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penerimaan pajak daerah atas  belanja SKPD
7.Melaksanakan konsolidasi Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Laporan BLUD, Laporan Dana BOS, Laporan SIKD  sesuai ketentuan

7. Melaksanakan monitoring kas SKPD sesuai ketentuan
8. Melaksanakan Rekonsiliasi  Kas SKPD sesuai ketentuan

Indikator Utama 
1. Jumlah SKPD  yg melakukan koordinasi akuntansi penerimaan & pengeluaran kas sesuai ketentuan

2. Jumlah Bendahara Penerimaan yang terbina dan memahami mekanisme pelaporan keuangan sesuai ketentuan
3. Jumlah stakeholder yang difasilitasi dalam penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan

4. Jumlah SKPD yang termonitoring pendapatan PPKD dan piutang sesuai ketentuan
5. Jumlah  Dokumen Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang Pemkab hasil konsolidasi sesuai ketentuan

6. Jumlah SKPD  yg melakukan koordinasi penerimaan pajak daerah atas  belanja SKPD
7. Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Laporan BLUD, Laporan Dana BOS, Laporan SIKD  sesuai ketentuan

8, Jumlah Kas SKPD yang termonitoring sesuai ketentuan
9.Jumlah Kas SKPD yang telah direkonsiliasi sesuai ketentuan

Kinerja Utama :

1. Melaksanakan Rekonsiliasi   belanja dan beban, Rekonsiliasi Pajak Pusat serta Rekonsiliasi Belanja Modal  sesuai ketentuan
2. Melaksanakan Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai ketentuan
3. Melaksanakan Pembinaan terhadap SKPD penerima DAK sesuai ketentuan

4. Melaksanakan monitoring SKPD yang mengelola belanja dan beban sesuai ketentuan
5. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Belanja, Beban dan Aset Pemkab sesuai ketentuan

6. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, DAK Fisik dan DAK Non Fisik atas Realisasi Keuangan Pemkab 
sesuai ketentuan

7. Melaksanakan Pembinaan Pertanggungjawaban keuangan SKPD sesuai ketentuan
8. Melaksanakan fasilitasi terhadap pelayanan laporan keuangan SKPD  sesuai ketentuan

9. Melaksanakan penyusunan LKPD, Raperda, Raperbup, Perda, Perbup Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan

Indikator Utama :
1. Jumlah SKPD pengelola belanja dan beban, pajak pusat serta Belanja Modal yang telah melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan

2. Jumlah Bendahara Pengeluaran SKPD yang terbina dan memahami mekanisme pelaporan keuangan sesuai ketentuan
3. Jumlah SKPD yang telah dibina dan memahami mekanisme teknis penyaluran DAK sesuai ketentuan 

4. Jumlah SKPD yang termonitoring belanja dan beban sesuai ketentuan
5. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Belanja, Beban dan Aset Pemkab sesuai ketentuan

6. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, DAK Fisik dan DAK Non Fisik atas Realisasi Keuangan hasil konsolidasi 
sesuai ketentuan

7. Jumlah SKPD yang terbina dan memahami mekanisme pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan
8. Jumlah SKPD yang terfasilitasi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan

9. Jumlah Dokumen LKPD, Raperda, Raperbup, Perda, Perbup Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan

Kinerja Utama :
1. Melaksanakan Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS sesuai ketentuan

2. Melaksanakan Sosialisasi Penyusunan RKA SKPD sesuai ketentuan
3. Melaksanakan Pembahasan RKA SKPD sesuai ketentuan

4. Melaksanakan Penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai ketentuan
5. Melaksanakan fasilitasi  evaluasi atas Raperda dan Raperkada APBD dan Raperda dan Raperkada Perubahan APBD  ke Pemprov

sesuai ketentuan
6. Melaksanakan fasilitasi Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD sesuai ketentuan

7. Melaksanakan penusunan penerbitan Penyediaan Dana Anggaran SKPD sesuai ketentuan
8. Melaksanakan pembinaan penganggaran SKPD sesuai ketentuan

Indikator Utama :
1. Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS sesuai ketentuan

2. Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi dan memahami penyusunan RKA sesuai ketentuan
3. Jumlah SKPD yang mengikuti pembahasan RKA sesuai ketentuan

4. Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai ketentuan
5. Jumlah dokumen Raperda dan Raperkada APBD dan Raperda dan Raperkada Perubahan APBD  sesuai hasil evaluasi Gubernur

6.  Jumlah Dokumen Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD sesuai ketentuan
7. Jumlah SPD-SKPD dan PPKD yang diterbitkan sesuai ketentuan

8. Jumlah SKPD yang dibina dalam penganggaran sesuai ketentuan

Kinerja Utama :
1. Melaksanakan penerbitan SP2D, SP2B, SPB, Daftar Penguji dan SKPP sesuai ketentuan. 

2. Melaksanakan perhitungan Pembayaran JKK-JKM dan IWP 4% sesuai ketentuan
3. Melaksanakan sosialisasi penatausahaan keuangan untuk Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai ketentuan

4. Melaksanakan monitoring penatausahaan keuangan SKPD sesuai ketentuan
5. Melaksanakan koordinasi/konsolidasi/evaluasi dengan stakeholder  mengenai penatausahaan keuangan sesuai ketentuan

6. Melaksanakan penyediaan bahan penganggaran pembiayaan daerah sesuai ketentuan
7. Melaksanakan pelayanan penyaluran belanja transfer & belanja tidak terduga sesuai ketentuan

8. Melaksanakan sosialisasi penatausahaan pembiayaan daerah bagi Aparatur Desa sesuai ketentuan
9. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang melakukan monitoring terkait penyaluran dana hibah dan bansos sesuai 

ketentuan
10.Melaksanakan penyusunan Laporan  Pembiayaan Daerah sesuai ketentuan

Indikator Utama :
1. Jumlah SP2D, SP2B, SPB, Daftar Penguji dan SKPP yang diterbitkan sesuai ketentuan

2. Jumlah Laporan Hasil Perhitungan Pembayaran JKK-JKM dan IWP 4% sesuai ketentuan
3. Jumlah Bendahara Pengeluaran SKPD yang disosialisasikan tentang penatausahaan keuangan sesuai ketentuan

4. Jumlah SKPD yang termonitoring dalam penatausahaan keuangan sesuai keuangan
5. Jumlah stakeholder yang dikoordinasi/dikonsolidasi/dievaluasi mengenai penatausahaan keuangan sesuai ketentuan

6.  Jumlah dokumen penganggaran belanja transfer, belanja tidak terduga  dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan
7. Jumlah pemohon yang menerima penyaluran belanja transfer & belanja tidak terduga  sesuai ketentuan

8. Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti dan memahami sosialisasi penatausahaan pembiayaan daerah sesuai ketentuan
9. Jumlah SKPD yang menerima dana hibah dan bansos yang terkoordinasi sesuai ketentuan

10. Jumlah dokumen Laporan Pembiayaan Daerah yang dilaporkan sesuai ketentuan

Kinerja Utama :
1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah

Indikator Kinerja :
1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah. 


